BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 229TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR

Menimbang

Mengingat

BUPATI MAMUJU,

. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Peraturan

Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Kepada
Masyarakat Dan Investor, menyebutkan bahwa dalam
melakukan verifikasi Bupati membentuk tim verifikasi;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Insentif
dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat
dan/atau Investor;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat 1I di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6858);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6330);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2023

tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Kepada Masyarakat dan Investor (Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju

Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU INVESTOR.

Membentuk Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan/atau
Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau
Investor, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertugas:

a. Melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan
persyaratan yang harus di penuhi;

b. Melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria
secara teratur,

c. menggunakan format penilaian untuk menentukan bentuk
pemberian insentif ~dan/atau kemudahan kepada
masyarakat dan/atau investor;

d. menetapkan bentuk insentif yang akan diberikan;

e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk di
tetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan
bagi masyarakat dan/atau investor;

f melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan yang memperoleh insentif dan/atau
kemudahan bagi masyarakat dan/atau investor;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

g melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalu
Sekretans Daerah

Penilaian pembenan insentif dan/atau pembenan kemudahan
kepada masyarakat dan/atau investor berdasarhan  format
penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan keputusan ini.

Segala biava yang timbul akibat pelaksanaan kKeputusan im
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan HBelanja Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2024 schagaimana
tertuang dalam  DPA  Dinas  Penanaman Modal  dan
Pelavanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Mamuju

Tahun Anggaran 2024,

Keputusan Bupati im mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

itetapkan di Mamuju

pada 1
Jravi MaMUJU.

TEMBUSAN :Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Mamuju di Mamuju.

&

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Mamuju di Mamuju
Kabag Hukum Setda Kabupaten Mamuju di Mamuju
Yang bersangkutan untuk diketahu



LAMPIRAN | : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR  : 338 TaHuV 2024
TANGGAL : 2 e 2024

TIM VERIFIKASI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN
KEMUDAHAN BAGI MASYARAKAT
DAN/ATAU INVESTOR

J— ! [ KEDUDUKAN

NO. Sebdinl . DALAMTIM
I TIM VERIFIKASI
Sekretans Daerah Pembina

B Kepala Dinas Penanaman Modal dan K
etua
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
| Kabupaten Mamuju v , Anggota
Kepala Dinas  Koperasi, UKM dan | Anggota
| Perindustrian Kabupaten Mamuju o

 Kepala Dmas hesehatan Kabupaten Mamuju

K }\epala ‘Dinas Perhubungan ‘ Kabupaten. 'Aﬁggo'ié - |
 Mamuju S
i

'Anggota

?Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten | Anggota

Kabupaten Mamuju [ 1
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura | Anggota ;
dan Peternakan Kabupaten Mamuju I

|

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan | Anggota
Transmigrasi Kabupaten Mamuju o
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan | T; Anggota
Kebersihan Kabupaten Mamuju | _
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan I Anggota
Penataan Ruang Kabupaten Mamuju

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten \ Anggota
Mamuju ‘

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan \ Anggota
dan Penelitian Kabupaten Mamuju |

Kepala Bagian Sumber daya Alam Setda | Anggota
Kabupaten Mamuju

b . e v |
Kepala Bidang Informasi, Data dan Anggota

Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan
| Pelayanan Terpadu Satu Pintu
' Kabupaten Mamuju _

el -




Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas
Penanaman Modal dan PelayananTerpadu
Satu Pintu Kabupaten Mamuju

Anggota

Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi Anggota

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju ]
Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Anggota

Penanaman Modal dan PelayananTerpadu
Satu Pintu KabupatenMamuju




LAMPIRAN || . KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU

NOMOR : 93& TAH VM 2014’
TANGGAL : 2 ML 2e2¢
FORMAT I - PENILAIAN
1. FORMAT PENILAIAN
a. VARIABEL PENILAIAN
No. Variabel Indikator Parameter Nilai ; Keterangan
1. | Kontribusi Terhadap Penanaman modal dapat memberikan | a. Tingkat  rata-rata pendapatan ] ﬂ—[ Dafiar Gzip'l\"ar}awién
Peningkatan Pendapatan dampak  terhadap  peningkatan | karyawan perbulan dibawah UMp, | |
Masyarakat pendapatan rata-rata masyarakat di | b. Tingkat  rata-rata pendapatan: |
sekitar lokasi usaha. karyawan per bulannya sama 2
dengan UMP; j
c. Tingkat  rata-rata  pendapatan j ;
karyawan perbulannya di atas UMP. I
2. | Penyerapan Tenaga Kerja | Penggunaan tenaga kerja lokal yang | a. Penyerapan tenaga kerja lokal 1 | LKPM
Lokal dibutuhkan / diperkerjakan dalam sebesar minimal 30% dari total
usahanya. tenaga kerja;
b. Penyerapan tenaga kerja lokal 2
sebesar minimal 50% dari total "1
tenaga kerja, 1
c. Penyerapan tenaga kerja lokal 3
sebesar minimal 75% dan total
| tenaga kerja.

3. | Penggunaan Sumber Daya EPenanaman modal  menggunakan | a. Rasio total biaya bahan baku dari 1 Bukti Penerimaan
Lokal ' bahan baku lokal lebih besar sumber lokal yang digunakan Bahan Baku
dibandingkan bahan baku yang terhadap total kebutuhan bahan

diambil dann luar daerah yang baku kurang dari 10%,
i digunakan. b. Rasio total biaya bahan baku dari
sumber lokal yang digunakan 2




terhadap total kebutuhan bahap
baku antara 10%-30%,;

. Rasio total biaya bahan baky dar

sumber lokal yang digunakan
terhadap total kebutuhan bahap
baku lebih dari 30%.

Konstribusi terhadap
peningkatan

Penanaman modal melaksanakan
penyaluran dana dari  program
Tanggung Jawab Sosial (CSR) secara
rutin.

. Belum ada kontribusi dana CSR
. Kontribusi dan CSR kurang dan

2%/Tahun  darn
bersihnya;

keuntungan

. Kontribusi dan CSR lebih dari 2% /

Tahun dari keuntungan.

=

Kontribusi terhadap PDRB

Peningkatan total produksi penanaman
modal baik  perkiraan
realisasi.

maupun

. Pertumbuhan nilai total produksi

penanaman modal meningkat rata-
rata kurang 5% pertahunya;

. Pertumbuhan nilai total produksi

penanaman modal meningkat rata-
rata kurang 5% -10% pertahunnya;

. Pertumbuhan nilai total produksi

penanaman modal meningkat rata-
rata kurang 10% pertahunnya.

Laporan Keuangan
tahunan perusahaan

I Berdasarkan LKPM

|

Berwawasan Lingkungan Badan Usaha/Penanaman Modal yang | a. Ada tidaknya kasus dampak
dan Berkelanjutan menerapkan  prinsip - prinsip terhadap lingkungan; |
keseimbangan dan keadilan serta | b. Penanaman modal  memiliki

pemanfaatan sumber daya (alam) dan
taat pada rencana tata ruang yang telah
ditetapkan.

. Penanaman

dokumen lingkungan namun tidak
melakukan daur ulang limbah
(produksi bersih);

modal ~ memiliki
dokumen AMDAL dan melakukan
daur ulang limbahnya (produksi




bersih).

Skala Prioritas Tinggi
(konsistensi dengan rencana

pembangunan daerah)

Badan usaha/penanaman modal yang
usahanya berada dan/atau sesuai
dengan : rencana tata ruang daerah;

. Usaha penanaman modal segy;

dengan RTRW dan RDTR;

. Usaha penanaman modal segy,i

RPJMD dan RUPM. RTRW, RDTR dan RPJMD;

. Usaha penanaman modal sesysj
dengan RTRW, RDTR, RPJMD
dan RUMP.

Badan  usaha/penanaman  modal | a. Pelaksanaan dan pengelolaan
melaksanankan dan mengelola zakat, zakat, infaq, dan sedekah dari
infaq, dan sedekah dari badan usaha karyawan,;

dan/atau karyawan, serta disalurkan
melalui baitul mal setempat.

. Pelaksanaan

. Pelaksanaan  dan  pengelolaan

zakat, infaq, dan sedekah dari
karyawan disalurkan melalui Baitul
mal setempat;

dan  pengelolaan
zakat, infaq, dan sedekah dari
badan usaha dan karyawan
disalurkan dan karyawan
disalurkan melalui  baitul Mal
Setempat.

|

Bukti Penyaluran ZIS

|
|
|
|
|
i
—
|

Bidang usaha pembangunan
insfrastruktur

Penanaman modal yang mendukung
pemerintah daerah dalam penyediaan
sarana dan prasarana yang dibutuhkan
oleh masyarakat.

. Penanaman modal yang dalam

usahanya meyertakan
pembangunan tidak menyertakan
pembangunan fasilitas sosial dan
fasilitas umum;

. Penanaman modal yang dalam

usahanya meyertakan
pembangunan tidak menyertakan
pembangunan fasilitas sosial dan

)




fasilitas umum memperoleh
dukungan dana dari APBD;

. Penanaman modal yang dalam

usahanya meyertakan
pembangunan tidak menyertakan
pembangunan fasilitas sosial dan
fasilitas umum.

Melakukan Alih Teknologi

Penanaman modal yang memberikan
kesempatan kepada pemerintah daerah
dan masyarakat dalam meningkatkan
pengetahuan dan penerapan teknologi
yang digunakan oleh penanaman
modal.

. Belum ada transfer teknolog;

kepada pemerintah daerah maupun
masyarakat setempat,

. Transfer teknologi kepada

pemerintah daerah dan masyarakat
dilakukan  dengan  dukungan
APBD;

. Transfer teknologi  kepada

pemerintah daerah dan masyarakat
dilakukan  dengan  pembiayaan
penuh dari penanaman modal;

10.

Merupakan Industri Pioner

Penanaman modal yang membuka
jenis usaha baru yang memiliki
keterkaitan kegiatan usaha yang luas,
memberi nilai tambah dan
memperhitungkan ekseteralitas yang
terjadi, memperkenalkan teknologt,
serta memiliki nilai strategis dalam
mendukung pengembangan produk
unggulan daerah.

. Usaha penamanan modal buka

jenis usaha baru dan tidak memiliki
keterkaitan kegiatan usaha yang
luas (keterkaitan kedepan dan
kebelakang) dan tidak mendukung
pengembangan Produk Unggulan
Daerah (PUD).

. Usaha penanaman modal adalah

jenis  usaha  baru  memiliki
keterkaitan yang kegiatan usaha
yang luas (keterkaitan kedepan dan
kebelakang) dan tidak mendukung
pengembangan;,
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' b. Penanaman modal

belum
melakukan kemitraan ndak secara

fungioml dalam bidang produks;
saja.

. Penanaman modal belum

melakukan kemitraan tidak secar,
fungsional dalam bidang prod .,
dan pemasaran hasi;

i o e

14

| mesin atau peralatan dengan | barang  modal  (bahan/kandungan
kandungan lokal lokal), mesin atau peralatan yang
. diproduksi didalam negeri.

Penanaman modal belum
menggunakan barang modal. mes;
atau peralatan produksi dengan
kandungan lokal;

. Penanaman modal belum

menggunakan barang modal, mesin
atau peralatan produksi dengan
kandungan lokal kurang dan 50°,.

. Penanaman modal belum

memggtmakzn barang modal, mesin
atau peralatan produksi dengan
kandungan lokal lebih dan 50%.

(88 ]

L)

)
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b. SKALA PRIORITAS PENANAMAN MODAL DAN BESARAN INSENTIF

1)

Skala Penentuan Prioritas Pembenan Insenuf Investasi
a. Skor nilai antara 14 sampa: 23 = Pniontas Rendah
b. Skor milai antara 24 sampai 33 = Priontas Sedang
¢ Skor nilai amara 34 sampai 42 = Priontas Tinggl
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4) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Intensif

Penanaman Modal Jangak Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi T
T
Bagi Penanaman Modal Baru Diberikan Maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waku 5 whun sejak |
beroperasi usahanya I
Bagi Penanaman Modal Lama Diberikan Maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanaman moda] mengalam!
kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
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